BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia secara geografis berada di antara Samudera Pasifik dan
Samudera Hindia yang.diapit antara Benua Asia dan Benua Australia. Bagian
Barat, Indonesia berbatasan dengan Eﬁnﬁl mdla Bagian Timur, berbatasan
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' Nadia Faradiba, "Letak Geografis Indonesia dan Pengaruhnya", 29/10/2022,

https://www.kompas.com/sains/read/2022/02/26/120000423/letak- fis-indonesia-dan-
pengaruhnya?page=all., diunduh tanggal 18 Desember 2022.
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dan perdagangan bebas. Kedua, adanya kebutuhan akan hubungan antar berbagai

Negara di dunia dan Negara memberikan keleluasaan bergerak bagi setiap warga
negara untuk kehidupan bersama.” Namun, mobilitas orang asing yang keluar dan
masuk wilayah Indonesia dapat menimbulkan berbagai dampak, baik dampak
positif maupun negatif terhadap kehidupan bangsa dan negara. Dari sisi
positifnya, bahwa lalu lintas orang asing yang masuk/ke luar wilayah Indonesia

dapat mendorong p

ndatangkan gdevisa dari sektor
pariwisata, perke Namun dari sisi

negatifnya, Cedri ng asing yang

masuk ke

Untuk menjaga kedau :ndorong pembangunan ekonomi
Indonesia tetap berjalan dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat serta

meminimalisir dampak negatif dari aktivitas arus imigrasi dari dan ke wilayah

¥ Cedric Ryngaert, Jurisdiction in International Law, 2nd ed., (Oxford: Oxford University
Press, 2015), hal.5, dalam Pokja Analisis dan Evaluasi Hukum Terkait Keimigrasian, Laporan
Akhir Analisis dan Evaluasi Hukum Terkait Keimigrasian, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum
Nasic:nal Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2020), hal. |
1bid.
® Olyvia Sindiawaty, “Kebijakan Tindak Adminstratif Keimigrasian Dan Urgensi Penerapan
Di Indonesia”, Journal Of Law and Border Protection, Volume 2, Nomor 2, 2020.




Indonesia diperlukan upaya penegakan hukum di bidang keimigrasian. yaitu

dilakukannya berbagai upaya untuk tegaknya hukum atau berfungsinya norma-
norma hukum secara nyata sebagai pedoman prilaku dalam lalu lintas Orang
Asing yang masuk/ke luar Wilayah Indonesia dengan tertib agar masyarakat
Indonesia terlindungi dari segala bentuk gangguan keamanan dan mampu
memberikan sanksi hukumnya terhadap setiap Orang Asing yang melakukan

pelanggaran keimigrasian, bai : paran,, yang bersifat administratif

maupun pelangga 8i hukum tersebut
dimaksudkan agar : lam elaksanakan

ketentuan hul

diperluka

Indonesi

vang dijadikan

berlaku saaf

tentang
Keimigrasian™. dibentuk dan
diberlakukannya BH-Keimigrasian-sesuai yang disebutkan dalam konsiderannya.

Pertama, UU Keimigrasi “set melaksanakan penegakan
kedaulatan atas wilayah Indonesia sebagai upaya menjaga ketertiban kehidupan
berbangsa serta bernegara sesuai yang dicita-citakan oleh Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945). Kedua,

untuk  menjamin kepastian hukum yang sejalan dengan penghormatan,

pelindungan hak asasi manusia.




Penegakan hukum di bidang keimigrasian sebagaimana telah disinggung di

atas, terbagi ke dalam dua bagian. yaitu penegakan hukum dalam bentuk tindakan
administratif keimigrasian dan penegakan hukun pidana (pro justisia)
keimigrasian. Tindakan administrasi keimigrasian menurut Pasal 1 angka 31
adalah “sanksi administratif yang ditetapkan Pejabat Imigrasi terhadap Orang
Asing di luar proses peradilan™. Penegakan hukum berupa tindakan administratif
keimigrasian diatur am Pasal*? - dan Pasal 78 UU Keimigrasian. Di dalam

Pasal 75 UU Keimigrasian menjclaskan, bahwa Pejabat Imigrasi dapat mengambil
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dideportasi da rasian ini juga
menentukan, bah a—Pejabat. Imigrasi_dapat-menga akan administratif
keimigrasian berupa deportas _Oraoae ¢ yang berada di Wilayah
Indonesia karena berusaha menghindarkan diri dari ancaman dan pelaksanaan
hukuman di negara asalnya.’®

Sedangkan, untuk tindakan administratif keimigrasian yang diatur dalam

Pasal 78 UU Keimigrasian terbagi ke dalam dua bentuk, yaitu berupa biaya beban.,

° Pasal 75 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.




deportasi dan penangkalan. Tindakan administrasi keimigrasian yang dikenakan
berupa biaya beban, jika Orang Asing pemegang Izin Tinggal yang telah berakhir
masa berlakunya dan masih berada dalam Wilayah Indonesia kurang dari 60 hari.
Dalam hal biaya beban tidak dibayarkan, maka Orang Asing tersebut dikenakan
sanksi dideportasi dan penangkalan. Pasal 78 UU Keimigrasian juga menentukan,
bahwa sanksi administratif keimigrasian tidak berlaku bagi Orang Asing

pemegang lzin Tinggal yang erlakunya dan masih berada

dalam Wilayah Ind Lizin tinggal, maka

dan

dalam

Pasal 75 - i i Sk va oleh
Pejabat unsur.

Pertama, Orag érad . i kan kegiatan

khususnya UU Keimigrasian.

Penegakan hukum selain sanksi berupa tindakan administratif
keimigrasian, juga diberlakukan penerapan hukum pidana (pro justisia). M. Ali
Zaidan menyebutkan, bahwa:

“Hukum pidana diartikan sebagai ketentuan hukum yang menentukan
perbuatan yang dilarang untuk dilakukan yang disertai dengan sanksi

7 Pasal 78 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian




hukumnya. Beberapa hali berpendapat, bahwa hukum pidana menempati

tempat tersendiri dalam sistemik hukum, sebab hukum pidana tidak

menempatkan norma tersendiri, melainkan memperkuat norma-norma di

bidang hukum lain dengan menetapkan sanksi hukumnya™.*

Konsekuensi hukum diberlakukannya hukum pidana, maka sanksi
hukumannya pun berupa sanksi pidana. Sanksi pidana terhadap Orang Asing
dalam hal melanggar hukum pidana keimigrasian, khususnya terhadap Orang

Asing yang melakukan pelanggaran terhadap Pasal 122 dan Pasal 166 UU

Keimigrasian, yang

dan pidana

.....
o, 4 53 § 1

Pasal 71 UU Keimigrasian:

“Setiap Orang Asing yang berada di Wilayah Indonesia wajib:

a. memberikan segala keterangan yang diperlukan mengenai identitas diri
dan/atau keluarganya serta melaporkan setiap perubahan status sipil,
kewarganegaraan, pekerjaan. Penjamin, atau perubahan alamatnya
kepada Kantor Imigrasi setempat; atau

¥ M. Ali Zaidan, Menuju Pembaruan Hukum Pidana, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hal.3.




b. memperlihatkan dan menyerahkan Dokumen Perjalanan atau Izin
Tinggal yang dimilikinya apabila diminta oleh Pejabat Imigrasi yang
bertugas dalam rangka pengawasan Keimigrasian™.

Dengan memperhatikan pada ketentuan Pasal 116 dan Pasal 122 UU
Keimigrasian tersebut di atas, pada pokoknya adalah, bahwa Orang Asing yang
berada di wilayah hukum Indonesia wajib memiliki dokumen perjalanan dan izin

tinggal yang sah dan masih berlaku dengan diberikannya sanksi hukum pidana

dalam hal terjadinya/penyalahgunaai lhatau yang tidak sesuai dengan
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2. Penyidik imigrasi berwenang sebagai penyidik tindak pidana Keimigrasian

yang dilakukan sesuai dengan ketentuan UU Keimigrasian.'’

? Pasal 1 butir | Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
' Pasal 105 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.




3. Dalam melakukan penyidikan tindak pidana Keimigrasian, PPNS Keimigrasian
menyelenggarakan administrasi penyidikan Keimigrasian."'
Sekalipun secara normatif telah diberlakukan pengaturan penanganan
penegakan hukum keimigrasian oleh peraturan perundang-undangan, baik yang
mengatur penegakan hukum yang bersifat administratif keimigrasian, maupun

penegakan hukum melalui pro justisia. Fakta yang terjadi dalam penanganan

pelanggaran keimigrasian, B lik P i Sipil Keimigrasian

(selanjutnya diseb 14di lapangan lebih

cederung menerag a melalui pro

Justisia.

sesuai ketentuan Pa JU Kei 38 pd, SANKs penjara atau

denda yang dite h mélatu , 74 tundul pada hukum
acara pidana u,-c:“':'-—-"- G (8 fisamp: pada bab 4 hasil
penelitian dan analisis). Berdasas penangan kasus pelanggaran

Pasal 71b UU Keimigrasian oleh PPNS Keimigrasian, nampaknya terlihat adanya

pengaturan yang kontradiktif atau tumpang tindih.

"' Pasal 248 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 Tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.

? Pasal 71b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian: “dalam hal Orang
Asing yang tidak dapat menunjukkan Dokumen Perjalanan atau Izin Tinggal saat diminta oleh
Pejabat Imigrasi yang bertugas dalam rangka kegiatan pengawasan Keimigrasian™.




Memperhatikan pengaturan penegakan hukum terhadap pelanggaran UU
Keimigrasian. nampaknya terdapat beberapa pasal dalam UU Keimigrasian
tersebut yang memberikan kebebasan kepada PPNS Keimigrasian untuk
menerapkan sanksi hukumannya yang berbeda dalam kasus pelanggaran yang
sama, sebagai contoh pelanggaran Pasal 71b UU Keimigrasian. Artinya,
dihadapkan kasus pelanggaran Pasal 71b UU Keimigrasian, PPNS Keimigrasian

dapat memberikan alternative sanksi | erupa tindakan administratif

keimigrasian atau tind
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lain menurut huks ¢ Penuntut Umum.

Memperhatikan éa hukum keimigrasian yang
dapat dilakukan oleh PPNS Keimigrasian, nampak lebih jelas terjadi kontradiktif
dalam memberikan sanksi hukumnya. Di satu sisi, PPNS Keimigrasian diberikan
kewenangan secara atributif untuk mengambil tindakan administratif keimigrasian

terhadap orang asing yang berada di Wilayah Indonesia yang melakukan kegiatan

berbahaya dan patut diduga membahayakan keamanan dan ketertiban umum atau




tidak menghormati atau tidak mentaati UU Keimigrasian yang diatur dalam
ketentuan Pasal 75 ayat (1) UU Keimigrasian. Kewenangan atribusi sendiri
menurut Ridwan HR adalah pemberian kewenangan oleh pembuat undang-undang
kepada suatu organ pemerintahan, baik yang sudah ada maupun yang baru sama
sekali."

Namun pada sisi lain, PPNS Keimigrasian berwenang untuk melakukan

penyidikan sesuai d dalam Pasal 104

yang diat
sampai dengan Pasg ahap memberikan
penjelasan, b

pejabat peny

mencari S¢

berada di wilayz fatif sanksi hukum

terhadap pelanggaran yang mberikan celah hukum kepada
PPNS Keimigrasian untuk bernegosiasi dengan pelaku untuk menentukan sanksi

hukumnya dengan memanfaatkan pemberlakuan pasal-pasal dalam UU

Keimigrasian yang dapat diterapkan.

" Ridwan HR., HukumAdministrasi Negara, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008), hal.104.
" M.Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan
Penuntutan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hal.109.
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Kedua, dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penanganan
kasus pelanggaran UU Keimigrasian, dimana pada satu sisi pemberian sanksi
kepada Orang Asing dalam bentuk tindakan administratif ditempuh untuk
menjaga kedaulatan Negara, namun dilihat dari tujuan pemidanaan pada dasarnya
adalah untuk memperbaiki pribadi dari pelakunya itu sendiri, membuat orang
menjadi jera untuk melakukan pelanggaran kembali yang serupa, dan untuk

membuat para pelanggar menj ik iskemampuah untuk melakukan

pelanggaran-pelang yang | Orang Asing yang

Keimigrasian, Hal ini dik i dari . hi lan Evaluasi

Hukum Térkait Keimigrasian, DAIWA; : g Asing dalam hal
tersebut, dimang i hal—penégakany, hukui cimig juga harus

Beberapa alasan tersebut . ukum dan petugas imigrasi

khususnya, harus mempertimbangkan pemberlakuan proses acara pidana dan

pemberian sanksi yang sesuai, tanpa berbenturan dengan kepentingan tersebut.'®
Sehubungan dengan adanya permasalahan hukum pengaturan penegakan

hukum keimigrasian yang telah disampaikan di atas, menjadi ketertarikan Penulis

' Pokja Analisis dan Evaluasi Hukum Terkait Keimigrasian, Laporan Akhir Analisis dan
Evaluasi Hukum Terkait Keimigrasian, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian
Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2020), hal.20.
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untuk melakukan penelitian lebih mendalam dengan mengambil judul:

“Penegakan Hukum Keimigrasian Pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI
Jakarta Timur Berdasarkan Undang-Undang Keimigrasian dan Hukum

Acara Pidana”.

1.2 Rumusan Pokok Masalah

Berdasarkan uraian latar belaka ang telah disampaikan di atas,

maka masalah yanga bagai berikut:

S

. AP
atas. maka tujuan.dari penclitia
{

1. Untuk menganalisis peneg terhadap Orang Asing
yang melanggar UU Keimigrasian dalam perspektif Undang-Undang
Keimigrasian dan Hukum Acara Pidana.

2. Untuk menganalisis implementasi penegakan hukum Keimigrasian terhadap
Orang Asing oleh PPNS Keimigrasian di Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI

Jakarta Timur menurut Undang-Undang Keimigrasian dan Hukum Acara

Pidana.
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1.4 Manfaat Penelitian
1.4.1 Manfaat Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat terhadap
pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum keimigrasian yang terkait dengan

pengawasan dan penegakan hukum bagi Orang Asing di wilayah Indonesia.

1.4.2 Manfaat SecaraPraktis

Hasil penel keimigrasian dalam

penegakan hukum' e : gi Negara asing

1si tesis

Bab I.

tUjuam‘ _ manfaa , ks nulisan tesis.
Bab II. Tinjauan Pustaka 7
Bab ini menguraikan tentang landasan teori dan konseptual. Landasan
teori menguraikan teori kedaulatan Negara dan teori penegakan hukum.
Dilanjutkan dengan menguraikan landasan konseptual yang menguraikan
tentang penegakkan hukum pada umumnya, dan tinjauan umum tentang

keimigrasian.
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Bab III. Metodologi Penelitian
Bab ini berisi uraian tentang jenis penelitian, jenis data, cara perolehan
data, jenis pendekatan dan analisis data.

Bab IV. Hasil Penelitian dan Analisa
Bab ini berisi hasil penelitian dan analisis terhadap rumusan masalah

yang diangkat dalam penelitian ini, yaitu pengaturan penegakan hukum

bagi warga (Negara

mgeal, dam implementasi dari

peraturan migrasian di Kantor

14




